ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Nilai-nilai Magasid al-Syari ‘ah dan Konvensi Hak Anak
dalam Putusan Hadanah di Pengadilan Agama Nganjuk™ ini ditulis oleh Mahya
Auliya’ Izzabilla, NIM. 1860102222245 dengan pembimbing Frandy Argadinata,
M.H.
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya sengketa hadanah yang
dipicu tingginya angka perceraian di Indonesia. Persoalan hak asuh kerap dipahami
sebagai hak yang dimiliki orang tua untuk ‘menguasai’ anak, dimana hadanah
adalah hak yang melekat pada diri anak untuk mendapatkan perlindungan,
perawatan, dan kasih sayang yang layak dari orang tua agar dapat tumbuh kembang
dengan optimal. Kajian terdahulu terkait hak asuh didominasi menggunakan
pendekatan magasidklasik yang dinilai belum mampu merespons terkait persoalan
di era kontemporer ini. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian kritis melalui
magqasid al-syari'ah kontemporer Jasser Auda dan Konvensi Hak Anak yang telah
diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dimana keduanya
sama-sama berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik
bagi anak sebagai tujuan utama setiap putusan hadanah.

Tujuan penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih keilmuan
tentang 1) Untuk mengetahui putusan hadanah di Pengadilan Agama Nganjuk
tahun 2025. 2) Untuk menganalisis putusan hadanah di Pengadilan Agama Nganjuk
dalam perspektif Magasid Al-Syari ‘ah dan Konvensi Hak Anak.

Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu
literature research dengan pendekatan kasus, yang berfokus pada analisis
pertimbangan hukum hakim dalam putusan hadanah di Pengadilan Agama
Nganjuk. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa lima putusan
hadanah Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2025, Peraturan Perundang-Undangan
meliputi Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
dan Konvensi Hak Anak. Bahan hukum sekunder berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-
kitab figh, serta literatur terkait hadanah dan magasid al-syari'ah. Data
dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis
secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim
terhadap nilai magasid al-syari'ah Jasser Auda dan Konvensi Hak Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) putusan hadanah di Pengadilan
Agama Nganjuk tahun 2025 sebagian besar memberikan hak asuh kepada ibu sesuai
Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, Majelis Hakim juga menerapkan contra
legem dengan memberikan hak asuh kepada ayah demi perlindungan dan
kepentingan terbaik anak. 2) Secara umum pertimbangan Majelis Hakim telah
sejalan dengan nilai magasid al-syari'ah Jasser Auda dan Konvensi Hak Anak.
Akan tetapi, terdapat kesenjangan pada nilai keterbukaan, multidimensi serta
pemenuhan hak anak untuk didengar pendapatnya dalam persidangan.
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This study was motivated by the increasing number of hadanah disputes
triggered by the high divorce rate in Indonesia. The issue of custody is often
understood as the right of parents to “control” their children, whereas hadanah is
the inherent right of the child to receive proper protection, care, and affection from
their parents so that they can grow and develop optimally. Previous studies on child
custody have predominantly employed the classical magasid approach, which is
considered inadequate to address contemporary issues. This situation underscores
the need for a critical analysis through Jasser Auda’s contemporary maqasid al-
syari’ah and the Convention on the Rights of the Child, which was ratified by
Presidential Decree No. 36 of 1990; both frameworks are oriented toward
achieving the child’s welfare and best interests as the primary objective of every
hadanah decision.

The objectives of this study are expected to contribute to academic
knowledge by: 1) To examine hadanah rulings at the Nganjuk Religious Court in
2025. 2) Analyzing custody rulings at the Nganjuk Religious Court from the
perspectives of Maqgasid al-Shari ‘ah and the Convention on the Rights of the Child.

The research method employed a normative legal research approach,
specifically literature research with a case-based approach, focusing on the
analysis of the judges’ legal reasoning in hadanah rulings at the Nganjuk Religious
Court. The data sources consisted of primary legal materials, namely five hadanah
rulings from the Nganjuk Religious Court in 2025, as well as relevant legislation
including the Compilation of Islamic Law, Law No. 1 of 1974 on Marriage, Law
No. 23 of 2002 on Child Protection, and the Convention on the Rights of the Child.
Secondary legal sources include the Qur’an, hadith, figh texts, and literature
related to hadanah and maqasid al-syari’ah. Data were collected through literature
reviews and document analysis, then analyzed using qualitative descriptive
methods by examining the alignment of judges’ reasoning with Jasser Auda’s
magqasid al-syari’ah and the Convention on the Rights of the Child.

The research findings indicate that: 1) hadanah rulings issued by the
Nganjuk Religious Court in 2025 predominantly granted custody to the mother in
accordance with the Compilation of Islamic Law. However, the Panel of Judges
also applied contra legem by granting custody to the father in the interest of
protecting the child and ensuring the child’s best interests. 2) In general, the Panel
of Judges’ considerations were consistent with the values of Jasser Auda’s maqasid
al-syari’ah and the Convention on the Rights of the Child. However, there were
gaps regarding the values of openness, multidimensionality, and the fulfillment of
the child’s right to be heard during the trial.
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